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GLOSARIUM 

A  

Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik 

Prinsip yang digunakan sebagai acuan 

penggunaan wewenang bagi pejabat 

pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan 

dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

 

  

D  

Demosi Pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih 

rendah. 

 

Diskredit Berusaha untuk menjelekkan atau memperlemah 

kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu 

 

Diskriminasi Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga 

negara (berdasarkan warna kulit, golongan, 

suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). 

 

  

J  

Justice Collaborator Saksi yang juga pelaku tindak pidana yang 

membantu aparat penegak hukum untuk 

mengungkap suatu tindak pidana dan/atau 

pengembalian aset/hasil suatu tindak pidana 

kepada negara dengan memberikan informasi 

kepada aparat penegak hukum serta memberikan 

kesaksian di persidangan. 

 

  

M  

Mutasi Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan 

lain. 

 

  

R  

Reformasi Birokrasi Upaya untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan terutama 

menyangkut aspek-aspek kelembagaan 

(organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) 

dan sumber daya manusia aparatur. 
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Rotasi Perputaran atau perpindahan pegawai secara 

sistematis dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain 

dalam suatu unit kerja. 

 

  

U  

Unifikasi Hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan 

seragam. 

 

  

W  

Whistle Blowing System Suatu sistem yang dibentuk sebagai sarana 

pelaporan bagi kalangan internal instansi 

maupun masyarakat untuk melaporkan adanya 

perilaku atau tindakan yang dianggap 

menyimpang dari peraturan yang dilakukan oleh 

pegawai atau pejabat yang bekerja pada instansi 

yang bersangkutan. 

 

Whistleblower Pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak 

pidana tertentu dan bukan merupakan bagian 

dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. 
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